TUJUAN UTAMA EVALUASI SPBE BUKAN UNTUK PEMERINGKATAN,
TAPI...

Sumber gambar:
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Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
melakukan evaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2024
pada instansi pemerintah pusat dan daerah. Tujuan utama evaluasi SPBE ini dilakukan
bukan untuk pemeringkatan.

"Tapi, lebih pada proses perbaikan penerapan SPBE baik pusat maupun daerah.
Lalu, mengetahui seberapa jauh penerapan SPBE di sebuah instansi. Dimana nantinya akan
menghasilkan indeks yang menggambarkan terkait penerapan SPBE secara nasional,” ucap
Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kementerian
PANRB Cahyono Tri Birowo dikutip dari menpan.go.id, Kamis (17/10/2024).

Cahyono memaparkan, pihaknya melakukan tahap penilaian dalam rangka
menindaklanjuti hasil penilaian mandiri dan penilaian dokumen pada evaluasi SPBE tahun
2024. Penilaian ini dilaksanakan pada 14-29 Oktober 2024, dan diikuti oleh 599 Instansi
Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD).

“Diharapkan tahap penilaian interviu dapat dimanfaatkan para peserta untuk dapat
meningkatkan nilai kematangan SPBE yang bisa menjadi capaian pemerintah saat ini dan
pondasi pemerintahan yang akan datang,” jelasnya.

Evaluasi SPBE Tahun 2024 merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dapat
memotret progres penerapan SPBE secara nasional sebagai masa akhir periode Rencana
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Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sesuai dengan
amanat Perpres No. 18/2020.

Selain itu, kegiatan penilaian interviu ini merupakan proses klarifikasi dan validasi
asesor eksternal yang terdiri atas 34 perguruan tinggi di Indonesia, terhadap bukti dukung
yang disampaikan oleh IPPD. Asesor eksternal melakukan klarifikasi secara berpasangan
sebagai upaya check and balance untuk meminimalisasi diskrepansi penilaian.

Di sisi lain, pelibatan perguruan tinggi merupakan upaya peningkatan kualitas
evaluasi dengan menjaga objektivitas, independensi penilaian, serta profesionalitas bidang.
"Asesor eksternal memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab, seperti menyampaikan
materi sosialisasi pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE kepada beberapa instansi
pemerintah dan daerah. Selanjutnya melakukan penilaian dokumen, penilaian interviu, dan
penilaian visitasi," ujar Cahyono.

Lanjutnya, asesor eksternal juga bertugas melakukan konsolidasi, analisis, dan
finalisasi penilaian. Tugas lainnya memberikan rekomendasi atau saran perbaikan kepada
Kementerian PANRB atas hasil pemantauan dan evaluasi SPBE, serta menyusun laporan
anggota tim asesor eksternal dan menyampaikan kepada Kementerian PANRB.

la mengungkapkan, tahapan proses evaluasi SPBE tahun 2024, antara lain penilaian
mandiri, penilaian dokumen, penilaian interviu, visitasi, dan pelaporan. Pedoman
pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.
59/2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan
Pedoman Menteri PANRB No. 3/2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Pemko Pekanbaru Tingkatkan Evaluasi SPBE

Sementara itu, di Pekanbaru, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Indra Pomi
Nasution, memimpin Focus Group Discussion (FGD) mengenai pelaksanaan penilaian dan
evaluasi SPBE di Aula Gedung Utama Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Kamis
(17/10/2024). Sejumlah indikator penting dibahas untuk menilai efektivitas pemerintahan
berbasis elektronik.

Disampaikan Sekdako, pelaksanaan evaluasi berjalan lancar tanpa kendala berarti.
Sebab, Pemko Pekanbaru telah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk
pelaksanaan SPBE.

Diungkapkan Sekdako, Pemko Pekanbaru telah memiliki arsitektur Peta Proses
Data (PPD) yang lengkap dan memiliki rencana SPBE yang sesuai dengan peraturan.
"Kami sudah siap dengan arsitektur PPD dan rencana SPBE yang dipersyaratkan oleh
peraturan,” ujar Indra Pomi.
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la menegaskan, adanya pertemuan ini menunjukkan komitmen Pemko Pekanbaru
dalam mengimplementasikan pemerintahan berbasis elektronik yang efektif dan efisien.
Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam regulasi nasional.

Seperti yang disampaikan Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi
Penerapan SPBE Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo, tujuan utama evaluasi SPBE
dilakukan bukan untuk pemeringkatan, tapi lebih pada proses perbaikan penerapan SPBE
baik pusat maupun daerah, serta mengetahui seberapa jauh penerapan SPBE di sebuah
instansi. Nantinya akan menghasilkan indeks yang menggambarkan terkait penerapan
SPBE secara nasional.

Sumber berita:

1. https://ruangriau.com/news/detail/4392/tujuan-utama-evaluasi-spbe-bukan-untuk-
pemeringkatan-tapi, “Tujuan Utama Evaluasi SPBE Bukan untuk Pemeringkatan,
tapi...”, 17 Oktober 2024;

2. https://www.pekanbaru.go.id/p/news/pemko-pekanbaru-tingkatkan-evaluasi-spbe-
melalui-fgd, “Pemko Pekanbaru Tingkatkan Evaluasi SPBE melalui FGD”, 17 Oktober
2024; dan

3. https://jagok.co/pemko-pekanbaru-tingkatkan-evaluasi-spbe-melalui-fgd, “Pemko
Pekanbaru Tingkatkan Evaluasi SPBE melalui FGD”, 17 Oktober 2024.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022
tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, pengertian Sistem
Pemerintahan  Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah
penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Sedangkan Arsitektur SPBE adalah
kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi,
infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan
SPBE yang terintegrasi.

Referensi Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan komponen
dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap Domain
Avrsitektur SPBE. Arsitektur SPBE Nasional memuat:

a. arah kebijakan dan strategi;

b. kerangka kerja Arsitektur SPBE Nasional;
c. Referensi Arsitektur SPBE Nasional;

d. Domain Arsitektur SPBE Nasional; dan
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e. inisiatif strategis Arsitektur SPBE Nasional.

Berbagai penerapan SPBE atau yang lebih dikenal dengan istilah e-gouemment (e-
gov) ataupun digital gouemment telah dihasilkan oleh berbagai Instansi h,rsat dan
Pemerintah Daerah untuk memberi kontribusi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam setiap Arsitektur SPBE
memuat 2 (dua) komponen, yaitu:

1. Referensi arsitektur, yang mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku dan dapat
digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur; dan

2. Domain arsitektur, yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain
arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur
infrastruktur SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, domain arsitektur keamanan
SPBE, dan domain arsitektur layanan SPBE.

Maksud dan tujuan disusunnya Arsitektur SPBE Nasional adalah:

1. memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi,
aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan
operasional layanan pemerintah yang terpadu secara nasional; dan

2. mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE,
infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah
yang terintegrasi.

Arsitektur SPBE Nasional menjadi alat (tools) yang penting untuk menjalankan
proses bisnis pemerintahan dengan baik dalam upaya meningkatkan layanan pemerintah
kepada publik dan layanan administrasi pemerintahan. Layanan yang diberikan oleh
pemerintah tersebut, baik layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan harus
mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, salah satunya adalah peraturan
mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan
disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK
Perwakilan Provinsi Riau
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